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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPA'I‘ 1 KARANGANYAR

bahwa sebagau pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan
- Daerah Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan

dan. Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, maka perlu
ditetapkan " dengan Peraturan Bupati Karanganyar tentang

 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; v
. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan

Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan BelanJa Daerah Tahun Anggaran 2020. '

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang  Nomor ° 13 Tahun 1950  tentang

Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam lmgkungan
Propinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor = 28 _".Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

~Kolusi dan Nepotisme - (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun - 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
- Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Nomor 4286);

.- Undang-Undang - Nomor 1 Tahun 2004  tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355), :

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerlksaan

Pengelolaan dan Tanggung]awab Keuangan Negara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); .
. Undang-Undang . Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
- Perencanaan - Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
“Republik . Indonesia Tahun' 2004 Nomor 104, Tambahan
. Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4421), ’



8.

10.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan
Keuangan antara - Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesm
Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, ‘Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049); _

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

~ beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

11.

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan  Lembaran Negara RepUblik Indonesia
Nomor 5679); - :

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negen Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan .- Peraturan Pemerintah
Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenambelas atas
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Ncgara_ N

" Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan' Layanan Umum (Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502], ,
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara  Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

-~ Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman = Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

~ Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia

. Nomor 4585);

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4593);



Menetapkan :

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Nomor 4614); : - ' '

Peraturan. Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntax}m Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonensia Nomor 5165);

Pfarfaturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011- Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republi
Indonesia Nomor 5280); S -
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahn 2017 omor 106,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6057); . _ . ’ .
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14
Tahun 2009 tentang Program Pembangunan jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009
Nomor 14); ' o

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019

Nomor 21); :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

2020. o

Pasal 1 -

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020 terdiri atas : ‘ : : .

1.

Pendapatan - ’

a. Pendapatan Asli Daerah Rp 357.146.402.000,00
 b. Dana Perimbangan -~ Rp 1.398.560.239.000,00
_ c. Lain-lain Pendapatan Yang

- Sah ' ‘ - Rp 469.601.454.000,00

Jumlah Pendapatan ~ Rp 2.225.308.095.000,00



2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai S Rp 1.021.551.870.000,00
2) Belanja Bunga : ~ Rp 5.000.000.000,00
3) Belanja Subsidi ~ Rp 0,00
4) Belanja Hibah S Rp 61. 549 000.000,00
S5) Belanja Bantuan Sosial =~ Rp  16.842.000.000,00
- 6) Belanja Bagi Hasil =~ Rp 18.254.330.000,00
7) Belanja Bantuan » : ) . ,
- Keuangan ~ Rp 326.031.391.000,00
‘8) Belanja Tidak Terduga . Rp 2.500.000.000,00

Rp 1.451.728.591.000,00

b. Belanja Larigsung '

1) Belanja Pegawai -~ Rp 8.787.530.000,00

2) Belanja Barang dan o I
Jasa _ - Rp 618.798.319.374,00

3) Belan_]a Modal : : Rp 207.922.304.626,00

Rp 835.508.154.000,00

Jumlah Belanja Rp 2.287.236.745.000,00
Surplus(Defisif =~ Rp (61.928.650.000,00)

3. Pembiayaan S S o : :
a. Penerimaan - Rp 121.128.650.000,00
1) Sisa Lebih Perhltungan ’ '
Anggaran Tahun Anggaran

Sebelumnya Rp 121.128.650.000,00
2) Penarikan dari AMU E . '

Bank Jateng Rp - -~ 0,00
3) Sharing Cadangan ’I‘ujuan I

Dari Bank Jateng v - Rp ) ' 0,00
~ 4) Penerimaan Pinjaman S -
| Daerah ~  Rp . 000

~ b. Pengeluaran . "Rp 59.200.000.000,00

1) Penyertaan Modal (Investa81) '

Pemerintah Daerah "Rp 29.200.000.000,00
2) Pembayaran angsuran ’ v : ‘

Pinjaman . ~ Rp 30.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan netto ~ Rp  61.928.650.000,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran - , e

~ Tahun berkenaan ' | o 0,00 -
| Pasal 2 |

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dlmaksud dalam
Pasal 1 sebagalmana tersebut dalam Lampiran 1 Peraturan

Bupatti ini.



’ : ‘Pasal 3 :
Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci
- lebih Ianjut sebagalmana tersebut dalam Lampxran II Peraturan
| Bupatl 1n1 ' ‘ .

: : Pasal 4 ‘

Pen_}abaran Belanja Hibah dan BelanJa Bantuan Sosial
sebagaimana dimaksud Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam
Lampiran Il dan Lampiran IV yang merupakan baglan tak

N tcrplsahkan dari Peraturan Bupau ini.

' _ Pasal 5 '
Lamplran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3
..mferupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

v - Pasal 6 ' S

Pelaksanaan penjabaran APBD yang dltetapkan dalam peraturan
~ini dituangkan lebih lanjut :dalam Dokumen Pelaksanaan
~ Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sesuai
'~ dengan ketentuan perundang—imdangan.

' Pasal 7 , '
'Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini berlaku seJak‘
1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020. ' '

v '  Pasal 8 , o
Peraturan Bupatx ini mulai bcrlaku pada tanggal dxundangkan

Agar setiap  orang mengetahumya - memerintahkan
pengundangan  Peraturan Bupaﬂ ini dengan penempatannya_
dalam Benta Daerah Kabupat en Karanganyar

D1tetapkan di Karanganyar

pada tanggal 23 Desember 2019 -
BUPATI KARAN GANYAR '
TTD

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 23 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

SU’I‘ARN O

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 101

Salman sesuai dengan aslmya
SEKRETARIS -DAERAH, KABUPATEN KARANGANYAR
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